
BUPATI PESISIR BARAT 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATJ PESISIR BARAT 
NOMOR ex- TAHUN 2016 

TENTANG 

BIAYA PERJALANAN DlNAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DAERAH DI L1NGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT 

SUPATI PESISIR l3ARAT, 

Menimbang a.	 bahwa dalam rangka memenuhi kaidah - kaidah pengelolaan 
keUllIlgan daerah, Pemerintah Daerahperlu meningkatkan 
efektivitas penggunaan dana daIlup. perjalanan dinas yang 
dilakukan secara selektif, frekuensi d!U1 jumlah harinya dibatasi 
serta memperhatikan target kineIja dari peIjalanan dinas 
dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan 
Pemerintah Daerah; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Blaya Pet:!aianan oinas 8agi. Pejabat Daerah dan Pegawai Negerl 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat; 

Mengingat 1. Undang-Unda,ng Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keua,ngan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286 ); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran N~gara Republik Indonesia 
Nomor 4355); ...---'1 

3. Undang-Undang Nomor 15	 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan 
Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung, (Lembaran 
Nepra ReP'lblik Indonesia Tahun 2012 Nom9r 231, Ta,mbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364); 



•
 

6. Undartg-Undang NomoI' 23 Tahun 2014 TiIitang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244,Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor !S81), sebagaimana telah diubah dengan Undang
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaha.n Kedua Atae 
Unda.ng-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah menjadi Undang-undang' (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
RepubJik Indonesia Nomor 5619); 

1. Pcraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengele!aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Ta.mbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Menteri Da,1a,m Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenta,ng 
Pedoman Pengelolaan Keuanga,n Daerab sebapimana. telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 20II, tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Nomor 310); 

9. Perattira,n Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tenta,ng 
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016; 

10. Peraturan Menteri Keua.ngan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang 
Stanqar Biaya masukan Tahun Anggaran 2016; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016, Lembaran 
Daerah Nomor 2; 

12. ~turan Bupati PesiBif Barat Nomer 50 tahtirt 2015 Tentang 
PenJabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016; 

13. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Orga,niaasi dan Tata KeQa Sekretariat Daerah 
dan Sekretariat DPR,D Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran 
Bcrita Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Berita Daerah Nomor 
(5); 

14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang 
AlmbentUkai1 OrgiUiisasi dan Tata Kelja Inspektorat, Bappeda 
dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Barat 
(Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Berita 
Daera,h Nomor 36); 

15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Ketja Dinas Daerah 
Kabupaten Pesisir Bara.t (Lembaran Berita Daerah Kabupaten 
Pesisir Barat Tahun 2014 NQm01" 31); 



16. Peratuniln	 Bupati Peilisit Barat NomOi" 38 Taboo 2014 tsntang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai 
Bagian dari Perangket Daerah Y.abupaten Pesisir Barat 
[Lembaran Berlta Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Berlta 
Daerah Nomor 38); 

1IBII1JTU8KU : 

Menetapkah :	 BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI UNGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN PESISIR BARAT • 

BAal 

KETENTU'AN UMUM 
Paiial 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yapg dimakeud dengan : 

1.	 Daerah adalah Kabupaten Pesisit Barat; 

2.	 Pemerintah Daerah adelah Pemerintah Kabupaten Pesisit Barat; 

3.	 Bupati adahih Bupati Pe8isir Barat; 

4.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adelan Dewan PerwalQlan Ra)tyat Dacrah KabupatenPeSisit J38.iai;- - - ---- - -- --" _. 

5.	 Biaya PerjaJanan Dinas aclalah biaya yang dikeluarkan untuk 
membiayai perjala,nan c;l.inas untuk kepentingan daerah atas 
perintah dan atau perintah tugaspejabat yang berwenang; 

6.	 Lumpsum adslah uang yang dibayarkan sek8ligus; 

7.	 Biaya rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti 
pengel~YW1K ~i 

8.	 Surat Perintab Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat 
SPPD adalan Surat perintah kepada Pejabat Daerah dan 
Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas; 

9.	 Pejabat Daerah adalah Bupati/Waldl Bupati, Ketua/ Wakil 
Ketua dan Anggota DPRD; 

10. Pegawai Negeri	 SipU yang se1anjutnya disingkat PNS adalah 
~~~e8~ S~~ ~':>~~~Pc~lIir Bwat; 

11.	 Calon Pegawa,i Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS 
ada,1ah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisit Barat; 

12.	 Non Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat Non PNS adalah 
personil yang diikutsertakan dalam kegiatan perjalanan dinas 
antara lain Staf Khusus, Kepala Desa/Peratin, Kelompok Tani, 
Pengurus Organisasi Sosial Kernasyaraka.tan, Siswa/Guru dan 
Masyarakat; 

13.	 Perjalanan Dines Tetap adalah perjalanan dinas yang di1akukan 
oleh eeorang Pegawai Negeri SipU (PNS) yang mempunyai daerah 
jabatan tlmntu yang i18tiap bulannya hai'Us D1e1akukan 
perjalanan dinas dalam daerah jabatannya. 

• 



BAl311 

PERJALANAN DINAS 

Pasal 2 

(1)	 Pejabat/pegawai yang dapat melaksanakan peIjalanan dinas 
~11a1a.h Pejllbat Dacnlh dan Pcgawai Ncgeri Sipil mcnurut 
PeratUranPeniDd&Dg':undangBn yang bertakU. . . .. 

(2)	 PeIja)a.nan dinas hanya dilalcukan apabila dia,nggap perlu untuk 
kcpentinga,n ncgara atau daerah jika tidak dapat mengguna.kan 
sarana komunikasi yang tersedia. 

(3)	 Biaya perjaIalian dUias yang dibebanlaui pada API;m agar diatur 
sehemat mungkin denga,n membatasi Iamanya waktu peIjaianan 
dinas dan jumlahpersonil sesuai leebutuhan dengan 
memperhatikan ketersediaAn anggaran. 

(4)	 Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang me1akukan 
perjaJa,nan dinas lIeliuna di 1\iBt tempat keduduka,n tidak 
dikurangi. hak-hak fasilitas dala,m jabatannya. 

Pasal 3 

(1)	 PeIjaJanan Dinas e1ibagi daJa,rn 2 (dua) jenis peIjaJanan yaitu : 
a.	 PeIjaJanan Dinas Dalam Daerah; dan 
b. PeIja,1anan Dinas Luar Daerah. 

(2)	 PerjaJanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana c;iimaksud pad-a 
ayat (1) huruf a ya,itu peljaJanan cIinaB yang dilaltukM (Ii dalam 
daerah. 

(~)	 ~~~8 Luar ?~~ sebaga;mana ~!!!!f1:k~~ti pada ayat 
(1) huruf b yaitu PeIja18,nan dinas yang dilakukan lee luar daerah 
yaitu : 
a.	 Ke Ibu Kota Ncgata Republik Indoneaia(Jakarta); 
b. Keluar Daerah Provinsi Lampung; dan 
c.	 Keluar Daerah Pesisir Barat eli dalam Provinsi Lampung. 

Pasal 4 

(1)	 PeIjala.nan dinas dibayarkan dcngan uang pa,njar sebelum 
peIjalanan cIinas dilaksanakan yang selarijutnya diperhitungkan 
setela,h pe!ja,lanan cIinas selesai dilaksanakan. 

(2)	 DaIam hal peIjaJanan dinas harus "8era dilaksanakan, 
semcntara biaya peIjaianan dinas belum dapat dibaya.rkan, rnaka 
biaya peIjalanan cIinas dapat dibayarkan setelah peIjalanan dinas 
seleeai. 

8AB UI 
BlAYA PERJALANAN DINAS 

Paul 5 

(1) Biaya peIjalanan dinas terdiri dari : 

a.	 Uang' harlan ya.ng meliputi uang makan, uang Baku dan 
transport lokal; 

t"	 lJ'm& ~p~~nw.t;ifi 

c. Biaya transport; 

d.	 Biaya penginapan; 4an 

e.	 Sewa kendaraan dalam kota. 



(2) Blaya	 peljaIantUl dinas diberilwi untuk ~ljiiliman dinas yang 
memerlukan waktu Bt:kurang-kurang satu hari ketja dan 
8e.banyak-:banyalmya _ 19 (sep:':Jluh) hI¢. serta d~ j~ 
sekurang-kurangnya 5 (llma) ldlometcr darl t.empat kedudukan 
kantor Pejabat Negara/Pejabat Daerah/ Pegawai Negeri Sipil. 

(3) Dalam hal peIjalanan dinas pergi dan pulang yang memakan 
waktu kurang dari satu hari keIja (8 jam) diberikan biaya 
perjalanan dinas setinggi-tingginya 6O"A. (enam puluh persen] dari 
uang harlan dan biaya transportasl diberlkan sesuai dengan biaya 
rill sebagaimana dimaksud ayat (1) hunUa diatas. 

.	 Paaal6 

(1) Biaya perjalanan dinas s~bagaimana dimakaud pads. paW 5 ayat 
(1) huruf a dan huruf b dibayarkan secara lumpsum dan 
merupakan batas tertinggi. 

(2) Biaya peIjalanan dinIls sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) 
huruf C, adalah biaya pergi dari tcmpat kedudukan sampai tempat 
t\Uuan dan puJang dari tetl1pat t\Uuan 8lWlP8i tem.pat kcdudukan 
dibayarkan sesuai dengan biaya rill. 

(3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 
(1) huruf d dibayarkan. sesuai dengan biaya rill standar satuan 
biaya penginapan dan jika pelaksanaan pe!jalanan dinas +Me.. 
menggUnakan msilitas hotel atau tempat penginapan lainnya maka 
diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari 
stander satuan biaya penginapan sesuai dengan tingkatan 
pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. 

.(4) DIl1am hal perjalanan d.inas diI.a.kukaiI. secata be:t8ain.a - i!iQih.Q oleh 
Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang berbeda jabatan dan 
atau golongan untuk melakukan suatu kegiatan ~tu,m8k8 

dapat menglnap pada penglnapan yang sarna, sesuai dengan 
standar satuan biaya penginapan yang ada pada penginapan 
tersebut. 

(5) Dalam hal perjalanan dinas di1akukan secara bersama - sama 
maka penggunaan faailitas penginapan diupayakan untuk 
dllakukan penghematan biaya dengan menggunakan learner hotel 
secara bersama. 

(6) Biaya peIjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) 
huruf e, diberikan khusus bagi Bupati/Wakil Bupati, Ketua/ Wakil 
ketua dan Anggota DPRD dibayarkan sesuai dengan biaya rill. 

(7) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dlmaksud pada ayat 
(1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran I dan 
merupakan bagian yang tidak terpisah dari I:'eraturan Bupati ini, 

Paeal 7 

(1)	 Biaya transport nienggunakan pesawat udara diberikan bagi. 
Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan ill ke 
atas. . 

(2)	 Penggunaan pesawat udara dapat diberikan bagi. Pegawai Negeri 
Sipilr>aerah golongan 11 dan golongan 1harus dengan izin Bupati. 

(3)	 DaJam hal Pegav.11i Negeri Sipil golongan n dan golongan I 
merupakan pengikUt dalam petjalanan dinas pejabat ~ dan 
atau Pegawai Negeri SipU golongan m keatas sebagaitnana 
dimaksud a.yat (I), maka penggunilan Casilitas pesawat udara tidak 
membutuhkan izin 8upan. 



(4)	 Dll1am hli,l Bupati m~peljaJanandiiias keluar negeri 
b~~ disesllajka" dengan kebutuhan dan tarif yang berlaku 
pada saat itu. 

(5)	 Dala.m hal Pegawai Negeri Sipil melakukan perjalanan dinas keluar 
negeri biayanya disesuaikan kebutuhan dan tarif yang berlaku 
pada saat itu dan harus mendapat izin Bupati. 

Pasal8 

(1)	 Biaya transport diberilaul kepada Pejabat Daerah dan PNS yang 
~ ~~ q!nA8 dihitung mulai pergi dari tempat 
Kedudl,lka,n sampai dengan tempat tujuan dan pulang dan tempat 
tujuan sampai tempat kedudukan termasuk biaya lainnya yang 
dipungut ditennina,1 bus/stasiun/bandara/pelabuhan/jalan tal 
sesuai dengan peraturan daerah setempat. 

(2)	 Perjalanan dinas yang dilalrokan denpn kendaraan dinas malta 
.	 biaya transport dibUktikan dengan bukti pembelian BBM 

termasuk biaya lainnya yang dipungut diterminal bus / stasiun / 
bandara fpclabuhan I ja,lan tol scsuai dengan peraturan daerah 
setempat. 

(3)	 Bagi Pejabat Daerah dan PNS yang tidak mengunakan {aailitas 
transportasi karena ikut da,lam kenda.raan Pejabat Daerah atau 
PNS lainnya yang juga melakukan peJjalanan dinas yang sama, 
maka agar melampirkan surat pemyataa,n bahwa ikut dalam 
kendaraan Peja1;lat Daerah atau PNS lainnya yang juga melakukan 
peljalanan dinas yang sama. 

(4)	 Format surat pemyataan sebagaimana dlmaksud ayat (3) 
tercantum dalam Iampiran U dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 

(5)	 Dalam hal biaya transportasl dari tempat kedudukan ke tempat 
tujuan tidak diperoleh bukti pembayaran, pejabat daerah dan 
Pegawai .Negeri Sipil Daerah yang melakukan peJjalanan dinas 
membuat daftar pengeluaran riil untuk biaya transportasi 
tersebut yang disetujui pengguna anggaran. 

(6)	 Format daftar pengeluarsn riil sebagaimana dimaksud ayat (5} 
tercantum dalam lampiran m dan mcrupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal9 

(1) Dalam hal bukti pengeluaran penginapan tidak diperoleh 
pertanggungjawaban biaya peJjalanan dinas dapat hanya 
menggunakan da!tar pengeluaran riil 

(2)	 FOI'DU3.t da,fI:.ar pengeluaran riil seDagaimana dimaksud ayat (I} 
tercantum dalam lampiran m dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati inl. .. 

Pasa,l10 

(1)	 sewa kendllJ'tUlrt daJam kota eebagainiana. dimaksud pada pasal 6 
ayat (1) huruf e diguna.ka,n untuk keperluan pelaksanaan tugas di 
tempat ~uan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan 
Sekretaris baerah. 

(2)	 Biaya sewa kendaraan da]amkota diberikan sudah termasuk 
biaya untuk pengemutli, bahan bRkar nnnyak dan pajak. 



BAB IV 

SVRAT PERINTAH TUGAS DAN 
SURAT PERlNTAH PERJALANAN DINAS 

Paw 11 

Pejaba.t Daerah dan Pt:gawai Negeri SipiJ yang melaksanakan 
~~MM !;lIB'!, ~, m~g~~~ ~~~ ~~ ~ (~PTl g~ 
Sura.t Perintah PeIjalanan Dina.s (SPPD) yang diterbitkan oleh pejabat 
yangberwenang yaitu : 

a.	 Bupat,i ditandatanga,ni oleh Bupati; 
b.	 Wakil Bupati di tandatangani oleh Bupati; 
c.	 Ketua DPRD dan WalcH Ketua DPRD ditandatangani oleh ketua 

DPRD dan SPPD ditandatangani oleh Sek;retarls DPRD; 
d.	 Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wa.kiI Ketua 

DPRD dan SPPD dit\Uidata,nga.ni oleh 8ek;retarls DPRD; 
c.	 Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati; 
it	 MietcR .SokRWie Oacmh .Ka,bupawndttandatanPlli Ql~h. Bu~ti 

/ Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah; dan 
g.	 Kepala Baden / Kepala Dinas / Kepa1Q, Kantor / Kepala Bagian / 

Camat dan Pegawai Negeri Sipil J:)aerah ditandatangani oleh 
Bupati I Wakil Bupati / Sekretaris Dacrah Kabupaten atau 
Asisten Sek;reta,ris Daerah Kabupaten. 

Pasa,l 12 

(I}	 Perjalanan cfu1as dalam daerah dan keluar dacrah dalam Provinsi 
Lampung yang dilakuka.n oleh selain Kepala Satua,n KeIja yang 
lama,nya tidale lebih dan 3 ( tiga ) hari, Surat Perintah Tugas 
(SPT) dan Surat PerinQili PeIjalanan Dinas (SPPO) dapat 
ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerjanya. 

(2)	 Perjalanan dinas dalam daerah dan keluar daerah dalam 
Provinsi Lampung yang lamanya lebih dari 3 (tiga) hari 
ditandatangani oleh Sek;ret;aris Dacrah Kabupaten atau pejabat 
struktural dibawahnYfl.. 

(3)	 PerjaJanan dinas keluar Provinsi Lampung, SPr dan SPPO 
ditand~ tangani oleh Bupati I Wakil Bupati. Sek;reU1,rls Oaerah 
atau Assisten Sekretaris Daerah. 

(4)	 ApabiJa karena suatu hal, Bupati / Wakil Bupati berha,langan
maka. yang berhak menandatangani 8M' dan Sppb adaJah 
Se1qetaris Dacrah Kabupaten. 

(5) ApabiJa	 karena suatu hal, ~kretaris Daerah Kabupaten 
berhalangan ma]ca yang berhak menandatangani SPr dan SPPD 
ditandatangani Asisten Sekretaris Daera,h Kabupaten. 

(6) ApabiJa	 pejabat ya,ng menandatangani SPr dan SPPD 
golongannya lebih rendah dari yang diperintah maka harus 
ditandatangani oleh pejabat yang golongannya lebih tinggi. 

• 



BAB VII 

KETENTUAN PENUTlJP 

PaSll1 16 

Pada saat Peratura,n Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
~Qrnqr ~~ Tmun ~(H~ TenWl.& ~liI. PMiQ.\mmn Dml!~ Bagi 
Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan 
Pemcrintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016 dicabut 
dan dinyatakan tidak berlakU. 

9 

7 

8 

6 
5 

2 ASSISTEN 
3 ASSISTEN 
4 

1 SEKDAKAB 

10 KABAG;;H~U~KUrMar-~ii 
1 lJ!l di 

Ditetapkan di Kn.ti 
pada tanHPl ~ - t>/ 2016 

pada tangga1 ("I - o I - 2016 

UKJUtT.AlUS ~.AH 
KABUPATD SIR BARAT. 

J'ItBl)Y .. 

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR Of 



·: 

LAMPlRAN'I 
PERATURAN BUPATI PESISIR BAMT 
NOMOR or TAHUN 2016 
TANOOAL 'It 01 - 2016 
TENTANG : BIAYA PJ1;RJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH 01 UNGKUNGAN PEMERIN1'AH 
K,lUJUPATEN PESISIR BAltAT 

BE$AR,AN BIAYA PERJALANAN DINAS
 

PEJABAT NEGARAI TINGI<AT TRANSPORrASI 

NO PEJABAT IPNSI PM' PERJALANA PESAWAT KAPAL I(ERETA API I LAlNNYADAN NONPNS N VDARA !.AUT BUS 
J 2 3 .. IS Ii 7 

BUpati iWi WaJi:U A Bilmis VlP/ SpeUlis / Sesusi1 Bupati KelsalA Ekldcutif Kenyataan 

2 SekreWis Daerall A Bisnis VlP/ SpesiaJis / Sesusi 
Kelsa IA Eksekutif Kenyataan 

3 Pimpinan dan A Bianis VlP/ SpesiaJis / Sesum 
Anggota DPRD Kelaa IA Ebekutif Kenyataan 

4 EseJon D B Ekonomi KeIas IB Eksekutif SetrUsi 
Kenystaan 

5 c Elmnomi KelaaUA EbekutifEllelon Ill/GoI. IV Sesusi 
Kenvataan 

6 Eselon tvjOol. m I) ~~()I!!i ~I!A. ~~k1Itjf !ieS\l1!l 
Kenyataan 

7 
PHS Got D II dan E ·EJmnomi KUlaIIA Elalltkutif 3ausi / 
Prr/NonPNS Kenya I\, 

\ 

)
 



1f9 J'~'f,.~SEL9!l, 
PANGKAT/GOLONGAN 

TlNGK,AT 
PERJALA,NAN 

DINAS 

FASILrrAI3 
HOTEL KELAS 

1 2 3 4 IS 

1 Bupati. Wa,ki,l Bupati dlut 
PUnpiDan DPRP 

A BU1~Li,ma YwUor Suite 

2 Sekmarla I)aerah dan 
AnIllP4R Dl'IiIP 

A BintlU1& Li,ma YwUor Suite 

3 
Eaelon II 

B 
Bintang 
Empat 

Bienia 

4 
Eselon llll Gol. rv C BI,nt:B11g Tip. Standar 

S E-Jon N 1001. ill 
I) BintangDua Standa,r 

6 PNS oei u r r da,n YrT/Non 
PNS 

E Bl,ntang Batu Standar 

Da1aJ.u Daerah KellJ,8,r Daerah Keluar KeIbu Kota 
NO Ting)adllD Kabupatm D$D1 Provinsi Daerah NegaraRI 

Pesisir Barat Wtpung (Rp.) Provinsi (Jakarta) 
/Rl).\ Lamnunl[ 

1 ::I 3 4 IS IS 

1 TINGK,ATAN A 350.000 450.000 650.000 750.000 

2 TINGKATANB 300.000 350.000 550.000 600.000 

3 TINGK,ATAN C 250.000 300.000 450.000 500.000 

4 TINGK,ATAN I) 200·000 250.000 350.000 400.000 

5 TINGICATAN ~ 150.000 200.000 250.000 300.000 """ ~ 
~ 



NO Pejabat Daei'ah clap Pegawo,i Negcri Sipil E;lesaran Per Ha,ri 
lRo.\ 

J 2 3 

1 
Pupati. Walr,U Bupati. Sekre~8 Daerah, Pimpinan 
dan A.nigota DPRD 250.000 

2 Pejabat Eselon n , 
200.000 

B. TARD'VAlJG 1PB116IlIAI'AB PBRJALAJIAJf DDI.AfllMulI DAERAH 
KABUPATD 

No roJUAN 
Taril·b.ta-b.ta Keboa ~ I ~/Non Suite 

TialkaU TialkatB TialkatC 'l'iaIk!atD TinglcatE 

1 Lcmong Rp.450.oo0 Rp.3SO.ooo 
Rp. 

250.000 
Rp.2oo.oo0 Rp.150.oo0 

2 Peeiair Utara 
Rp.450.ooo 

Rp.350.oo0 
Rp. 

250.000 
Rp.2oo.ooo Rp.150.oo0 

3 Pulau~ Rp.450.ooo Rp.350.ooo 
Rp. 

250.000 
Rp.2oo.oo0 Rp.150.oo0 

4 Kar,ya I'en8Pwa 
Rp:450.000 

Rp.350.ooo 
Rp. 

250.000 

Rp. 

Rp.2oo.ooo Rp.150.oo0 

S way Kl'Iii Rj).4l5O.llOO Rp.35Q.000 
250.000 

RP.200·000 Rp.1SO.llOO 

6 Krui Selatan Rp.450.ooo Rp.350.00Q 
Rp. 

250.000 
Rp.2oo.ooo Rp.l50.ooo 

7 Pe8iab' 8eIIltan Rp.450.ooo Rp.35O.ooo 
Rp. 

250.000-_ .. - -
Rp.2oo.ooo Rp.1SO.ooo 

8 Nl\IUDbur 
Rp.450.ooo 

Rp.350.ooo 
Rp. 

250.000 
Rp.2oo.ooo Rp.l50.ooo 

9 Bengl<unat Rp.450.ooo Rp.350.ooo 
Rp. 

25Q..000 
Rp.2oo.ooo Rp.150.ooo 

10 Bengkunat Belimbing 
Rp.450.000 

Rp.350.oo0 
Rp. 

250.000 
Rp.2oo.ooo Rp.l50.000 

11'. TAJtD' VAllO PBJIODIAJPAJI Jl'BlWA,f,A.¥..d DIll. WAIl DABRAB DAf,AM 

PROVIlI8I LAIIPUJIG 

No TUJUAN 
TIUif Rjibi-Rjita ICeJa8 Stalldllf·/ DelUile/Nlll\ Suite 

TiaglratA Tiaglrat B TinlkatC Tingkat D Tiaglrat E 

~ ~ 4 I? l! 7 

1 

2 

3 

LaxnpllDll8elatan 

'hnder~ 

I,ampllDll TllIl/IlI)1 

Rp.750.ooo 

Rp.750.ooo 

Rp.750.ooo 

Rp.6oo.ooo 

Rp.6oo.ooo 

Rp.600.ooo 

Rp.4OO.ooo 

Rp.4oo.ooo 

Rp.4OO.ooo 

Rp.3OO.ooo 

Rp.3OO.ooo 

Rp.300.ooo 

Rp.2oo.ooo 

Rp.2oo.ooo 

Rp.2oo.oo0 

4 LaxnJllUl& TWur Rp.750.ooo Rp.600.ooo Rp.4OO.ooo Rp.3OO.OOO Rp.2oo.oo0 

5 LaxnJ'\lD& Utara Rp.750.ooo Rp.6OO.ooo Rp.4OO.ooo Rp·300·000 Rp.2oo.oo0 (J
 

I 



6 I,.ampung Sarat Rp.75O.000 Rp.600.000 Rp.400.000 Rp.3OO.000 Rp.200.000 

7 WsylCanan Rp.75O.000 Rp.600.000 Rp.400.000 Rp.300.000 Rp.2oo.000 

8 TWang Bawang Rp.75O.ooo Rp.600.000 Rp.400.000 Rp.300.ooo Rp.200.000 

9 
TWang Bawang 

Sarat 
Rp.75O.000 Rp.600.ooo Rp.400.000 Rp.300.000 

Rp.200.000 

10 MeSliji Rp.75O.ooo Rp.6oo.000 Rp.400.000 Rp.300.000 Rp.2oo.ooo 

11 Metro Rp.75O.ooo Rp.600.oo0 Rp.400.ooo Rp.300.ooo Rp.200.ooo 

12 Pe...~ Rp.75O.000 Rp.600.ooo Rp.400.ooo Rp.300.ooo Rp.2oo.oo0 

13 Tengp;rn118 Rp.75O.000 Rp.600.ooo Iql. 400.000 Rp.300.ooo Rp.2oo.oo0 

14 I'riD&8ewU Rp.75O.ooo Rp.600.ooo Rp.400.ooo Rp.300.ooo Rp.200.000 

G. SATUAJI BlAYA PENGIMA,PAJI PER.,JALA,NAJI DIMAS LUA,R DA,ERAH 

T"lJllIlAT....TA.

-;::'- .....,... _m _IV.,. _Aftl .........A ._a I I -. ....- - ...... IV m QII--1 5 6 1 

1 ACI!II lOll) ~.OOO.OOO 1.300.000 850.000 450.000 "00.000 200.000 

~ S\lMA11lRA l1I'ARA OK 1.900.000 1.214.000 703.000 510.000 310.000 175.000 

3 RIA U OK 1.500.000 1.200.000 868.000 450.000 380.000 "0.000 

- I\IlI'UIJWA/i IWW OK 1.300.000 1.300.000 650.000 510.000 280.000 175.000 

5 JAIIBI OK 1.600.000 I~.OOO 740.000 "00.000 :190.000 175.000 

6 1MIA11lRA_T 011 1.700.000 1.1_ 8lIO.000 520.000 310.000 175.000 

7 S\lMA'I'IlRA IIBIATAN 011 1.900.000 1.250.000 630.000 1560.000 340.000 175.000 

8 BENOKULU OK 829.500 79C).000 720.000 560.000 300.000 175.000 

• IlANOt<ABELmJNQ OK I ,500 fJ!JIJ 1.350"'" ....... 400 .... 300"'" 17S.000 

10 DANTEH 011 1.501.500 1.430.000 800.000 640.000 "00.000 200.000 

11 JAWA_T OK 1.950.000 !.foo.ooo 800.000 1560.000 460.000 _.000 

1~ D.lUoWWlTA OK 3.000.000 1.750.000 1400.000 1.000.000 800.000 500.000 

13 JAWA1'EII1WI 011 1.800.000 1.480.000 IIS~.OOO 450.000 360.000 200.000 

I- YOOYAlWlTA OK 1.900.000 1.350.000 810.000 6:1O.ll(lO 460.000 301).000 

15 JAWA"UUR OK 2.0()().000 1.370.000 85Q.ooo 450.000 3:10.000 175.000 

16 BALI OK 2.250.000 1.810.000 ....000 9\0.000 660.000 _.000 

17 NUSA'I'I!IlOOARA 011 1,222,000 1.7&0.000 800.000 5110.000 360.000 200.000
BARAT 

18 
NUSA'I1lH_ 011 UOO.OOO 1.050.000 750.000 550.000 300.000 175.0001'IIIUR 

19 IWJIIAIffAll IlAAAT OK 1.200.000 1.~30.ooo 900.000 ' 430.000 350.000 200.000 

:lO IWJMAJn'ANmNOAH OK 1,750,000 1.560.000 750.000 1560.000 350.000 200.000 

~I 
IWJMAJn'AN OK 1.900.000 1.680.000 8:10.000 540.000 390.000 ~.OOOIIBIATAN 

~~ IWJMAJn'AN'mIUR OK 1.800.000 1.750.000 950.000 ....000 ......000 300.000 

~ K.WIIAIITAII l1I'AIlA OK 1.800.000 1.750.000 620.000 400.000 350.000 200.000 .. SUlAWIl8I UTARA OK 1,553,000 1.560.000 6110.000 ....000 370.000 200.000 

:13 OOROIn'AW 011 1.1)60.500 1.150.000 5SO.000 400.000 ~.OOO 175.000 



', 

20 SUlAWESI _T OH 1.081.500 1,030.000 860.000 400.000 360.000 m.ooo I 

71 SUI.\WB8I SBlATNIi OH 1.950.000 1.550.000 810.000 580.000 390.000 "".000 

:IS IlUIAWBSI TBHCIAIl OH 1,298,000 1.300.000 900.000 5:10.000 390.000 ~50.000 

:l9 lIUI.\WIIlII 'ml<IGAll,\ 08 1.123.500 1.100.000 600.000 450.000 420.000 '50.000 

30 UAj.UIC\l OH 1.300.00(l 1.030.000 740.000 580.000 410.000 350.000 

31 MALUICU UTARA OH 1.950.000 1.520.000 600.000 _.000 380.000 :;150.000 

J3 PAPUA IlH 1,900.000 1.670.000 760.000 460.000 410.000 250.000 .. PAPllA~" OK 1.800.000 1....QUO .,..,..... _..... 
~7Q.VOO '>00.000 

H. TAR,IF TRAX8PORTASI DKDA,RAAJI UMm4 DA,ERAII DAHl PE8l8J.R BA,RAT 
lmTUK STAImAR DA,LAM DAJ'TAR PENGELUARAB RDL 

NO. TUJUAN TARIF DTERANGAN 

1. Kab. Lampung Selatan Rp 400.000 Pergi. Pulang (PP) 

2. Kab.Tanggamus Rp 200.000 Pergi. Pulang (PP) 

3. Kab. Pringsewu Rp 250.000 Pergi. Pulang (PP) 

4. Kab. Pesawara.n Rp 260.000 
• 

Pergi. Pulang (PPJ 

5. Kab. Lampung Tengah Rp 300.000 Pergi Pulang (PP) 

6. Kab. Lampung Timur Rp350.000 Pergi. Pulang (PP) 

7. KotaMetro Rp3oo.000 Pergi Pulang (PPJ 

8. Kab. La.mpung Utara Rp 240.000 Pergi Pulang (PP) 

9. Kab. Lampung Ba,rat Rp 100.000 Pergi Pulang (PP) 

10. Kab. Mesuji Rp400.000 Pergi Pulang (PP) 

11. Kab. Way Kanan Rp 300.000 Pergi Pulang (PP) 

12. Bandar Lampung Rp200.0oo Pergi. Pulang (PP) 

13. Kab.Tulang Bawang Rp 300.000 Pergi Pulang (PP) 

14. Kab. Tu1a,ng Bawang Barat Rp350.000 Pergi Pulang IPP) 

I. SEWA K,ENDA,RAAJI DA.I..AM KOTA lmTUK PEJABAT DAERAH 

NO Pejabat Daerah Be6ll1an Per Hari 
IRP.\ 

1 2 3 

1 Bupati., WalOl Bupati, Sek;reta,risDaer$ dan 
Pimpinan DPRD 500.000 

J.	 BIAYA RATA-RATA BBII UlITUK STAl'fDAR DAu. DAn'AR PENGELUARAB 
RUL. 

1.	 ApabUa mela,kukan perjalanan dinas dalam daerah atau luar daerah 
men.ggunalum kendaraan QIDaIi roda 4 (empa't). dapat c1il:let'ikan biaya f 
bahan bebr minyak (BBM) per 6 k;m 1 liter BBM eesuai dengan jarak 
tempuh. 



· . 
2.	 Pengguna BBM untuk peJjalanan dinas daJam -,daerab atau luar daerah 

dibeba,nka,n pada kode rekening PeIjalanan Dinas Dalam Daera,h atau 
PeJjalanan Dinas Luar Daerah. 

3.	 Untuk bahan ba.kar minyak (BBM) dari tempat kedudulca11 ke ternpat 
tujuan iPPJ atau seba1ilmya sebagaima,na tercantum dalam tabel (libawa,h 
ini. 

NO. KA,BUPATEN/KOTA JARAK 
TEMPUH RODA EMPAT (PP) 

1. Kab. Lampung Selatan 280km 94 Liter 

2. Xab. Ta,nggamus 150km 50 Liter 

3. Kab. Pringsewu 185km 62 Liter 

4. Kab. Pesawa,ran 200k,m 67 Liter 

5. Bandar Lampung 250 k,m 84 Liter 

6. Kab. Lampung Tengah 260 Ian 87 Liter 

7. Kab. Iamp~ Timur 30Skm 102 Liter 

8. KotaMetro 272km 91 Liter 

9. Kab. Lampung Utara 180k,m 6.0 Liter 

10. Kab. Lampung Barat 30km 10 Liter 

11. Kab. Me9uji 425km 142 Liter 

12. Kab. Way Kanan 170km 56 Liter 

13. Kab.Tulang Bawa,ng 340km 114 Liter 

14. Kab. Tulang Bawa.ng Barat 360km' 120 Liter 

PARAF KOORDINASI 
NO JASATAN PAlW'I 
1 SEKDAKAB r •. 

2 ASSISTEN ~ ~ 

3 ASSISTEN HI. ~_ 

4 • "oJ 

5 

6 la. IJ",~~ '''' 
7 \ \ 

S J 
19 Y 
"0 KABt ·WM. _ 

\
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LAMPIRANII 
PERATURAN BUPATI PESISIR BAR,AT 
NOMOR : If}~ TAHl,1N 2016 

'ANGGAL : ).{ - ~(- 2016 
TENTANG : BlAYA PERJALANAN DlNAS BAGI PEJABA'r DAERAH DAN 

PEGAWAl NEGER,l SIPIL 01 LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN PESISIR BAR,AT 

SUR,AT PERNYATAAN 

Yapg bertanda t,Bnga11 di bawah ini :
 
·Nama
 
~W 
Jabatan 

Berdasarkan Swat J>erintah ~ljalanan Oinae (Sf'POI tanggal 

.................................... Nomor , dengan ini saya menyatakan
 

dengan sesungguhnya bahwa : 

Benar saya telah melalcsanakan peIjaJa,nan dinas dengan turut serta 

kendaraan dinas nomor polisi . 

Beran~t dari ~ })llda tanggll1 . 

}{~trl~ clscri •.•.•••••.•••••••••••••••••• I{~ ...................• , J?'ltlEL ~ •••..........
 

Oemikian pemyataan ini saya bust dengan aebenamya untuk dipergunakan 

sehagaimsna mestin,vl!.. 

Krui, 
Yang Membuat Pemyataan 

NIP o' 0 ••••••••••••• 



LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATI PESISIR SARAT 
NOMOR ~ TAHUN 2016 
TANGGAL 'H - 0/ 2016 
~1'~q ;~¥A~~ ~~.§ ~Q!~~l ~~. P~9AWN 

NEGERI SJPn, DI UNGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN PESISIR BAR,AT 

DAFTAR PENGELUARAN RIlL 

YlUI&bertaJ1da taJlgBJI eli bawah lDi :
 
NlUD& :
 
NIP
 
JabataJI.
 

BerduaJ'kN1 Surat PeriJltah ~ ainu (SPP&) ~ ........•.......................... 
Nomor dengan ini uya menyata,ka,n dengan 8esungguhnya bshwa : 

1.	 8lIla'a lnnaporUuli plBIlWIU eli bawlIh in! YUI8 t.1dak dapat dipemleh bukti - bukti 

~1UlU8D JlpL. JJ1~tiIi : 

~g ~. ~ 

JUMlAH 

2. Bia,ya PengiDapan pega.waielibawah UtiY8JI8 tide)< dapat elipero1eh bukti - bukti 

penge!uara.n,nya, JJl.eIiputi : 

JUMLAJ{NO URAlAN 

JUMLAH 

3.	 Jumlah uang tenebut pada angka 1 dan 2 eli atas beIUU' - benar dike1U1U'kan untuk 

pelakyn a , n perjaJanan diD8II d,imakaud daJl apabila. d,i,kmn1.lllW1 hari tm'dapat kelebihan 

atu peI:I1~.~ bersedia untuk ~etorkankelebi.lw1 tenebut ke Kaa Daerah. 

l)emikj8J1 pemyatlla.n brl eaya buat denaan sebenilmY!! ~~~~~"~"8I"!~"1\Il 

mestinya. 

Mengetahui{Menyetujui KTui.
 
Pengguna Angganu1 Yang MeJJIbuat Pemyataan
 

....................................
 
NlP .	 NIP . 



, . • 

BUPATI PESISIR BARAT 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT 
NOMOR . , 30TAHUN 2016 

TENTANG
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG
 
BIAYA PERJALANAN DINAS BAG! PEJABATDAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 

DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
 

BUPATI PESISIR BARAT,
 

Menimbang a.	 bahwa dalam rangka memenuhi kaidah - kaidah pengeIolaan 
keuangan daerah, Pemerintah Daerah perIu meningkatkan 
efektivitas penggunaan dana dala,m peIjalanan dinas yang 
dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi 
serta memperhatikan target kinerja dari peIjalanan dinas 
diniaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan 
Pemerintah Daerah; . 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbanga.n sebagaimana dirnaksud 
.dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2016 tentang 
Biaya PeIjalanan Dinas Bag; Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri 
SipiI Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15	 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66.Tambahan Lemba,ran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); , 

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 22	 Tahun 2012 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364); 



•• ,
 

6.	 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 
UndlU'1g-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nega:ra Republik 
Indonesia Nomor 5679): 

7. Peratura.n	 Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005 tentang
 
PengeIolaan Keuangan Daerah (Lembara,n Nega:ra Republik
 
Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lemba.ra.n Negara
 
Republik Indonesia Nomor 4578);
 

8.	 Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagajma.na telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri nomor 21 tahun 2011, tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repulik 
Indonesia Nomor 310); 

9.	 Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Angga,ran 2016; 

10.	 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang 
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016; 

I1.	 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pesisir Barat Tahun anggaran 2016, Lembaran Daerah Nomor 2; 

12.	 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2015 Tentang 
Penjabaran Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pesisir Barat Tahun Angga,ran 2016; 

13.	 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata KeIja Selaetariat Daerah dan 
Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Berita 
Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Berita Daerah Nomor 35): 

14.	 PeraturanBupati Pesisir Barat Nomor36 Tahun 2014 tentang 
. Pembentukan Organisasi dan Tata KeIja Inapektorat, Bappeda 
dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pes1sir Barat (Lembaran 
Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Berita Daerah Nomor 
36); 

15.	 Peraturan Bupat,i Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dinas Daerah 
Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten 
Pesisir Barat Tahun 2014 Nomor 37); 

16.	 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata KeIja Lembaga Lain eebagai 
bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat 
(Lembaran Berita Dacrah Kabupatcn Pcsisir Barat, Bcrita daerah 
nomor 38); 

http:Lemba.ra.n


,, 
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MEMUTUSKA,tf: 

Menetapkan	 PER,ATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PERJALANAN 
DINAS BAG! PEJJ\BAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DAERAH DIlJNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR 
BARAT 

Pasal I 

Beberapa Ket.entuan dala,m Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 05 Tahun 2016 
Tentang Biaya PeIjalanan Dinas bagi Pejabat daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah 
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dirubah sebageJ berikut : 

1.	 Pada huruf B Lampiran Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2016 Tentang 
Fasilitas dan Kelas Penginapan Bagi Pejabat Dan Pegawai di ubah sebagai 
berikut. 

B. Fasilitas Dan Kelas Penzinanan Balli Peiabat Dan Peowai 

NO PEJABAT, ESELON. 
PANGKAT/ GpLONGAN 

TINGKAT 
PERJALANAN 

DlNAS 

FASILITAS 
HOTEL 

KELAS 

1 2 3 4 S 

1 Bupatl, Wakil Bupatl dan 
~plnan DPRD termasuk 
Audan maslnll-

A BintangLima Yunior Suite 

2 Sekretarls Daer$ dan 
Anllllota DPRD A Bintang Lima Yunior Suite 

3 Eselon Il B Blutang Empat BIsnis 

4 Eselon III/GoI. IV C Bintang Tlga Standar 

5 Eselon IV/ 001. III D BintangDua Standar 

6 PNS 001. n II dan PTI'/Non
PNS E Bintang Satu Standar 

, 
2.	 Pada huruf F Lampiran Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Tarif 

Uang Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Lampung 
dirubah sebagai berikut: 

F.	 TarifUang Penginapan PeIjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 
Lampung 

No TUJUAN 
TingkatA 

Tarif Rata-Rata ~ StandAlr I Oe1wce/Non Suite 

Tingl<atB TingkatC TiagkatD Tingkat E 

1 2 4 5 6 7 

1 
Lampung 

Solatan 
Rp.75O.000 Rp.600.000 Rp.400.000 Rp.300.000 

Rp.200.000 

2 

3 

Bandar 

Lampung 

Lampung 

Tcngah· , 

Rp.1.800.000 

Rp.750.000 

Rp.l.OOO.Ooo 

Rp.600.000 

Rp.700.oo0 

Rp.400.000 

. Rp.SOO.OOO 

Rp.300.0oo 

Rp.35O.000 

Rp.200.0oo 



· .
 

4 
Laulpung 
Timur 

Rp.750.000 Rp.600.000 Rp.400.000 Rp.300.000 Rp.200.000 

5 LBmpung UtIInl Rp.750.000 Rp.600.000 Rp.400.000 Rp.300.000 Rp.200.000 

6 Lampung Barat Rp.750.000 Rp.600.000 Rp.400.000 Rp.300.000 Rp.200.000 

7 Way Kanan Rp.750.000 Rp.600.000 Rp.400.000 Rp.300.00Q Rp.200.000 

8 Tulang Bawang Rp.750.000 Rp.600.000 Rp.400.000 Rp.300.000 Rp.200.000 

9 
TuIang Bawang 

Barat 

Rp.750.000 Rp.600.000 Rp.400.000 Rp.300.000 Rp.200.000 

10 Mesuji Rp.750.000 Rp.600.000 Rp.400.000 Rp.300.000 Rp.200.000 

11 Metro Rp.750.000 Rp.600.000 Rp.400.000 Rp.300.000 Rp.200.000 

12 Po_waren Rp.750.000 Rp.600.000 Rp.4QO.OOO Rp.300.000 Rp.200.000 

13 TanggamUB Rp.750.000 Rp.600.000 Rp.4QO.OOO Rp.300.000 Rp.200.000 

3. Pada huruf I Lampiran Peraturan 5upati Nomor 05 Tahun 2016 Tentang 
Sewa Kendai"aan DaJam Kota Untuk Pejabat Daerah dirubah sebagai berikut : 

1. Sewa Kendaraan DaJam Kota Untuk Pejabat Daerah 

NO Pejabat Daerah Besaran Per Hari 
(Rp.) 

1 2 3 

1 Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris daerah dan 
Pimpinan DPRD 

800.000 

PaBa! II 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, agar memerintahkan pengundangan peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat. 

Diundangkan di Krui 
pada tanggal ~ iY-'J\\ 2016 

SEKRETARlS DAERAHKABW1- BARAT, 

~ 
FREDY 8M 

BEIUTA DABRAH :KABUPATEN PESISIR BARAT TABUK 2016 IIOMOR 

2016 


